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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Dasar Pemikiran Magang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasai 

zaman sekarang sudah pesat perkembangan dan telah diakui kecanggihanya. 

Sejalan dengan hal tersebut permasalahan yang kita hadapi juga semakin 

kompleks. Kita dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang ada 

dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta kecepatan, ketepatan, dan 

keakuratan dalam memberi informasi sehingga dalam melaksanakan pekerjaan 

bisa didapatkan hasil yang optimal. Salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan teknologi komputer.  

Setiap perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan dituntut untuk 

menerapkan suatu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen 

yang baik sangat dibutuhkan bagi perusahaan atau instansi dalam mengurangi 

tingkat kesalahan maupun kecurangan yang akan terjadi di masa yang akan 

datang serta dapat membantu tugas manajemen, sebab sistem informasi 

manajemen merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai pengawasan 

terhadap seluruh aktivitas, data-data perusahaan atau instansi maupun 

kebijakan manajemen yang telah dibuat sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Sistem informasi manajemen harus diterapkan dalam berbagai 

bidang usaha baik dalam instansi pemerintahan salah satunya informasi 

manajemen data. Pada pengelolaannya informasi data sangat memerlukan 
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sebuah sistem yang mampu menjaga data-data yang berasal dari berbagai 

pegawai. 

Pada hakekatnya informasi adalah bahan untuk berkomunikasi dan saling 

bertukar informasi. Tanpa informasi takkan ada komunikasi dan informasi 

yang sesungguhnya. Dan sebagaimana telah diketahui tanpa melakukan 

komunikasi tidak akan ada orang yang bisa hidup, masyarakat yang bisa 

berkembang, atau yang bisa mencapai tujuannya. Pengelolaan sistem 

informasi adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari studi manajemen, 

sebagaimana pengelolaan kepegawaian, keuangan, organisasi, dan lain 

sebagainya. Pengelolaan informasi merupakan faktor kunci bagi 

keterlaksananya dan keberhasilan manajemen. Kemajuan teknologi informasi 

memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara luas termasuk dalam 

pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) 

akan menjamin terciptanya pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan 

efektif. 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap 

di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 14 tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. Berdasarkan Perda ini Struktur 

Organisasi BKPPD Kabupaten Cilacap terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat 

dan 4 Bidang yaitu Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang 

Informasi dan Pelayanan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan 

Pegawai. Kedudukan BKPPD Kabupaten Cilacap adalah sebagai Perangkat 
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Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. 

Berdasarkan  Perda Kabupaten Cilacap No. 14 tahun 2010 Tugas pokok 

BKPPD adalah melaksanakan penyusunan dalam pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang manajemen kepegawaian. BKPPD Kabupaten Cilacap dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis 

dibidang manajemen kepegawaian, pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintah daerah dibidang manajemen kepegawaian, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas di bidang manajemen kepegawaian dan pelaksanaan tugas 

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta meningkat derajat profesionalisme 

PNS dalam pelaksanaan tugas meliputi: Rekrutmen, Pengadaan, Penempatan, 

Mutasi, Gaji dan pemberhentian PNS. 

Mengingat perlunya sistem informasi manajemen yang sangat berguna, 

membantu dan efisien dalam menjalankan tugas dan kegiatan Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, maka 

penulis tertarik untuk menulis Laporan Magang dengan Judul “SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN E-FASILITAS KEPEGAWAIAN PADA 

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 

KABUPATEN CILACAP” 
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1.2 Tujuan Magang 

1. Untuk memahami sistem informasi manajemen e-fasilitas kepegawaian 

pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) 

Kabupaten Cilacap. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam sistem informasi manajemen e-

fasilitas kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap. 

1.3 Target Magang  

1. Mampu memahami dan menjelaskan sistem informasi manajemen e-

fasilitas kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap. 

2. Mampu menjelaskan kendala dalam sistem informasi manajemen e-

fasilitas kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap. 

1.4 Bidang Magang 

Magang dilaksanakan pada bagian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

yang berkedudukan setara dengan sekretariat namun saling berkoordinasi. 

Tugas dan wewenang bagian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi adalah 

sebagai berikut :  

1. Menyusun analisis kebutuhan, bezetting, penetapan dan pengusulan 

formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 
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2. Menyusun perumusan kebijakan pengadaan, penetapan pengangkatan dan 

pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

3. Mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta, pengambdian dan 

pensiun janda atau duda. 

4. Melaksanakan pengelolaan administrasi tenaga harian kontrak yang 

diangkat oleh Bupati Cilacap. 

5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi ijin 

pencalonan Kepala Desa dari PNS, fasilitas penerbitan Kartu Istri/Kartu 

Suami, Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu Pegawai Elektronik dan 

Peninjauan Masa Kerja PNS. 

6. Melaksanakan fasilitas pengadaan calon pegawai Badan Layanan Umum 

Daerah dan Penerimaan calon Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri 

(IPDN) 

7. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 

1.5 Lokasi Magang 

Nama Perusahaan  : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

 Daerah Kabupaten Cilacap 

Alamat Perusahaan : Jl. MT. Haryono No. 73, Kabupaten Cilacap, Jawa 

  Tengah 

Kode Pos   : 53213 

Nomor Telepon  : (0282) 534060 
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Fax/Email   : (0282) 520248 / bkd@cilacapkab.go.id 

Sumber : Google Maps 

Gambar 1.1  

Lokasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

1.6 Jadwal Magang 

Magang dilaksanakan pada 15 Oktober 2018 sampai 15 November 2018 

selama 1 bulan dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan 

magang, saya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Cilacap dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar terbagi 

menjadi 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut : 

mailto:bkd@cilacapkab.go.id
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bagian pengantar dari permasalahan atau topik yang 

berisi tentang garis besar mengenai laporan tugas akhir yang terdiri dari dasar 

pemikiran magang, tujuan magang, target magang, lokasi magang, jadwal 

pelaksanaan magang dan  sistematika penulisan laporan magang.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori untuk melandasai permasalahan 

yang akan dibahas, khususnya membahas tentang pengertian sistem, fungsi 

sistem informasi, pengertian sistem informasi manajemen, fungsi sistem 

informasi manajemen. 

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF 

 Bab ini merupakan bagian dari isi atau pembahasan dari analisis data yang 

diperoleh selama melakukan magang. Bab ini membahas tentang gambaran 

umum sistem informasi manajemen pada Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah, khususnya terfokus pada sistem informasi e-fasilitas 

yang di jalani di tempat tersebut.  

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan menjabarkan kesimpulan yang kita ambil dari analisis data 

sebelumnya sistem perekrutan pada BKPPD. Serta saran-saran yang di 

rekomendasikan untuk pengembangan dan kemajuan sistem perekrutan pada 

BKPPD. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

2.1 KONSEP DASAR SISTEM 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Suatu sistem akan lebih mempermudah dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Secara umum sistem dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan, himpunan atau komponen dari unsur yang terorganisir, 

saling berinteraksi saling ketergantungan satu sama lain dan terpadu 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

McLeod (2001, p11)  berpendapat bahwa sistem merupakan 

sekumpulan  elemen yang terintergrasi dengan maksud yang sama 

untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian McLeod sistem 

itu merupakan beberapa elemen yang menjadi satu kelompok. Suatu 

organisasi atau bidang fungsional cocok untuk menggambarkan ini, 

dimana organisasi terdiri dari bidang-bidang fungsional yang 

semuanya mengacu pada tercapainya tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Roemny dan Steinbart (2015:3) berpendapat bahwa sistem 

adalah prosedur yang terdiri dari dua atau lebih komponen dimana 

subsistem yang lebih kecil mendukung sistem yang lebih besar dan 

akan saling berhubungan satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan atau instansi. Berdasarkan 
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pengertian tersebut bahwa sistem adalah beberapa komponen yang 

saling mendukung, untuk menjalankan sebuah sistem agar mencapai 

tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan atau instansi. Sebuah sistem 

harus saling berhubungan, jika berjalan masing-masing akan 

menghambat sebuah tujuan. 

Azhar Susanto (2013:22) berpendapat bahwa sistem adalah 

kumpulan atau komponen apapun bersifat phisik atau non phisik yang 

saling berkoordinasi satu sama lain, serta bekerja sama secara 

harmonis, penuh tanggungjawab untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

Sistem dapat dikatakan sebuah komponen yang saling bekerja sama 

sehingga  membentuk sebuah koordinasi yang solid untuk mencapai 

hasil yang maksimal dengan tujuan yang sama. 

Berdasarkan pengertian sistem menurut beberapa ahli diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah sebuah serangkaian 

komponen yang bekerja sama secara tepat, saling berkoordinasi untuk 

mencapai hasil yang maksimal  

2.1.2 Klasifikasi Sistem 

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu 

komponen dengan komponen lainnya, karena itu sistem dapat 

diklasifikasikan oleh beberapa sudut pandang,  

Mustakini (2009:53) berpendapat bahwa suatu sistem dapat di 

klasifikasi menjadi 4 macam, berikut penjelasan dan penjabaran dari 

klasifikasi sistem: 
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1. Sistem abstrak (abstact system) dan sistem fisik (phisical system) 

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide 

yang tidak tempak secara fisik. Sistem abstrak tersebut dapat 

diibaratkan pada sistem teknologi yaitu sistem yang berupa 

pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

Sitem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Sistem fisik 

yang terwujud dan dapat disentuh, dirasakan oleh seorang yang 

mengoperasikan. Sistem fisik dapat diibaratkan pada sistem 

keuangan, sistem perbankan, sistem komputer dan sistem produksi. 

2. Sistem Alami (natural system) dan Sistem Buatan Manusia (human 

made system) 

Sistem alami adalah sistem yang keberadaannya terjadi secara 

alami atau natural tanpa campuran tangan manusia. Sistem alami 

atau natural adalah sistem yang terjadi karena proses-proses alam 

tanpa adanya campur tangan manusia, karena memang tidak ada 

campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. 

Contoh sistem alamiah adalah sistem tata surya yang terdiri dari 

sekumpulan planet, gugus bintang dan lainnya. 

Sedangkan sistem buatan manusia adalah sebagai hasil kerja 

manusia. Sistem buatan manusia akan melibatkan interasksi antara 

manusia dengan mesin yang akan menghasilkan sistem. Sistem 

buatan manusia dapat berupa sistem komponen yang ada sebagai 
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hasil karya teknologi yang dikembangkan manusia contohnya pada 

mesin atm, mesin fotocopy, mesin sistem informasi. 

3. Sistem pasti (deterministic system) dan sistem tidak tentu 

(probobalistic system) 

Sistem pasti adalah sistem yang tingkah lakunya dapat ditentukan 

atau diperkirakan sebelumnya. Sistem pasti dapat dicontohkan 

pada sistem aplikasi komputer yang tingkah lakunya dapat 

ditentukan sebelumnya. Program aplikasi yang dirancang dan 

dikembangkan oleh manusia dengan menggunakan prosedur yang 

jelas, terstruktur dan baku dengan contoh sistem pasti yaitu sosial 

media. 

Sistem tidak tentu adalah sistem yang tingkah lakunya tidak dapat 

ditentukan sebelumnya. Sistem yang kondisi masa depanya tidak 

dapat diprediksi, karena mengandung unsur probabilitas. Contoh 

sistem tidak tentu adalah ramalan cuaca, ramalan sistem BMKG. 

4. Sistem Tertutup (closed system) dan Sistem Terbuka (open system) 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tingkah lakunya tidak 

dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara 

otomatis tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Sistem aplikasi 

komputer merupakan sistem relative tertutup, karena tingkah laku 

sistem aplikasi komputer tidak dipengaruhi oleh kondisi yang 

terjadi diluar sistem. 
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Sistem terbuka mempunyai prilaku yang dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Sistem yang akan menerima masukan dan 

menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Sebagai contoh 

sistem terbuka adalah sistem belajar mengajar, karena sistem 

belajar mengajar akan menerima masukan dari seorang guru yang 

mengajar untuk diberikan kepada anak didiknya, dan menghasilkan 

keluaran dari anak didiknya tersebut. 

 

2.2 SISTEM INFORMASI 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi  

Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, 

memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk 

nantinya akan dipakai dalam pengambilan keputusan dan 

pengawasan dalam suatu organisasi atau instansi. Selain dipakai 

untuk pengambilan keputusan, koordinasi dan pengawasan, sistem 

informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan dalam 

menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit 

dan menciptakan produk baru yang lebih baik lagi. 

Pengertian sistem informasi dapat dilihat dari segi fisik dan 

fungsinya. Segi fisik dapat diartikan sistem informasi itu terdiri 

dari perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga yang 

mengoperasikan sistem informasi yang secara bersama-sama saling 
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melengkapi, saling membantu, saling berkoordinasi untuk 

menghasilkan suatu pencapaian. Dilihat dari segi fungsi, sistem 

informasi merupakan suatu rangkaian yang pasti dan bertahap 

dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan hasil 

pengumpulan data tersebut umtuk nantinya dikomunikasikan. 

Sistem informasi dapat dikatakan membantu dan berguna untuk 

sebuah instansi jika mampu menghasilkan informasi yang baik, 

tinggi akurasinya, tepat waktu, lengkap, ringkas isiannya dan 

mudah dipahami hasilnya.  

O’Brian dikutip oleh Yakub (2012:17) pada buku 

Pengantar Sistem Informasi, sistem informasi (information system) 

merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, 

perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang 

mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi yang akurat 

dan tepat dalam sebuah organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut 

bahwa sistem informasi adalah beberapa kombinasi dari perangkat 

keras hingga data untuk diproses yang akan menghasilkan sebuah 

output. Output tersebut akan disebarluaskan sebagai informasi 

yang tentunya informasi tersebut akurat, benar dan tepat.  

Krismiaji (2015:15) berpendapat bahwa pengertian sistem 

informasi adalah cara-cara yang diorganisir untuk mengumpulkan, 

memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara 

yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, 
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dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah 

organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

pengertian diatas sistem informasi adalah rangkaian dan prosedur 

dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuan dengan cara mengumpulkan data hingga 

menyampaikan data tersebut.  

Diana dan Setiawati (2011:4) mendefinisikan Sistem 

informasi, yang kadang kala disebut sebagai sistem pemrosesan 

data, merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari 

sekumpulan komponen (baik manual maupun berbasis komputer) 

yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 

mengelola data serta menyediakan informasi mengenai sesuatu 

data yang telah di kelola. 

Beberapa pengertian dan penjelasan yang sudah dijabarkan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah 

beberapa komponen yang saling berkaitan memiliki beberapa 

perangkat lunas dan keras, sistem tersebut memulai dari menginput 

sampai mengoutput untuk menghasilkan sebuah produk atau suatu 

tujuan. 

2.2.2 Komponen Sistem Informasi 

Yakub (2012: 20) mendefinisikan sistem informasi adalah sebuah 

susunan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen. 
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Komponen-komponen dari sistem informasi ini dapat digambarkan 

sebagai berikut ini :  

1. Blok Masukan (Input Block), Input memiliki data yang masuk 

atau ke dalam sistem informasi, juga metode-metode untuk 

menangkap data yang dimasukkan.  Pengertian diatas dapat 

dikatakan sebagai blok masukan ketika kita menginput data 

kesalah satu sistem kemudian menghasilkan informasi  

2. Blok Model (Model Block), blok ini terdiri dari kombinasi 

prosedur, logika, dan model matemetik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data. 

Pengertian tersebut mengatakan bahwa blok model memiliki 

data dengan bentuk yang bermacam-macam. 

3. Blok Luaran (Output Block), produk dari sistem informasi 

adalah keluaran yang merupakan informasi berkualitas dan 

dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen 

serta semua pemakai sistem. Sistem informasi yang akan 

menjadi produk informasi harus berkualitas. 

4. Blok Teknologi (Technology Block), blok teknologi digunakan 

untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dari 

sistem secara keseluruhan.  
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Teknologi tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yaitu; teknisi 

(brainware), perangakat lunak (software), dan perangkat keras 

(hardware). 

5. Basis Data (Database Block), basis data merupakan kumpulan 

dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, 

tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis data terdiri dari 

perangkat keras hingga perangkat lunak yang saling 

berkoordinasi secara maksimal. 

2.3 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen mempunyai tiga kegiatan 

utama yaitu: menerima data sebagai masukan, kemudian 

memprosesnya dengan melakukan beberapa inputan dan beberapa 

data, penggabungan unsur-unsur data dan berakhir menghasilkan 

informasi yang diperlukan sebagai keluaran. Sistem tersebut dapat 

berlaku baik ketika sistem informasi manual maupun modern 

dengan penggunaan perangkat komputer. 

Moekijat (2009:17) berpendapat bahwa sistem informasi 

manajemen adalah jaringan prosedur pengolah data oleh suatu 

organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud 

memberikan data yang bersifat intern maupun data yang bersifat 
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ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Menurut pengertian tersebut, sistem 

informasi manajemen adalah prosedur untuk mengolah data yang 

dibutuhkan oleh suatu organisasi dengan membutuhkan beberapa 

data untuk pengambilan keputusan, data tersebut bersifat akurat, 

tepat, benar. 

Sistem informasi manajemen secara teknis dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling 

berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang 

pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi 

(Laudon dan Laudon, 2012: 15). Selain menunjang proses 

pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem 

informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan 

menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, 

dan menciptakan produk baru. 

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi 

yang selain melakukan pengolahan transaksi juga secara umum 

dapat dikatakan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data sampai pada 

penyajian informasi bagi manajemen yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan (Netty, 

2006). Menurut pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa penyajian 
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informasi bagi manajemen digunakan untuk mengambil keputusan 

dan penyajian tersebut melalui beberapa proses yang dilakukan 

untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat. Proses tersebut 

dimulai dari pengumpulan data hingga data selesai diolah oleh 

sistem informasi manajemen tersebut kemudian disajikan untuk 

mengambil keputusan. 

Pengertian sistem informasi manajemen dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi manajemen adalah pengolahan data yang 

didalamnya terdapat input proses dan output yang nantinya output 

tersebut bisa dijadikan sebagai keputusan untuk mencapai tujuan.  

 

2.3.2 Jenis-jenis Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berdeda-beda 

tergantung pada kebutuhan. Dibawah ini adalah beberapa jenis 

sistem informasi yang biasa digunakan, yaitu (O’Brian, 2005): 

a. Transaction Processing Systems (TPS)  

TPS adalah sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi 

berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya karena pihak 

manajemen  dapat melihat data-data yang dihasilkan oleh TPS 

untuk diperbaharui setiap menitnya. Tujuan utama dari TPS 

adalah untuk melacak aliran transaksi dalam organisasi dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin. TPS tersebut adalah 

sistem yang mengumpulkan dan mengolah data tentang 
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transaksi suatu proses bisnis. Sistem ini dapat mengupdate data 

yang diperlukan 

b. Office Automation System (OAS) dan Knowledge Work 

System (KWS) 

OAS mendukung pegawai data yang biasanya tidak 

menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis 

informasi untuk mengubah data dengan cara-cara tertentu, 

sebelum membaginya atau menyebarkannya secara 

keseluruhan, baik ke dalam organisasi maupun ke luar 

organisasi. Pengertian tersebut mendefinisikan bahwa oas 

adalah sistem pendukung pekerjaan pada suatu perusahaan 

atau instansi secara luas digunakan untuk meningkatkan aliran 

pekerjaan dalam satu lokasi atau tidak. 

c. System Information Management (SIM) 

SIM menyediakan laporan kinerja organisasi terkini bagi 

manajer menengah untuk memantau dan mengendalikan bisnis 

kineja masa depan. SIM meringkas dan melaporkan operasi 

dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh 

TPS. Pengertian SIM yaitu Data transaksi dasar dari TPS 

diringkas dan dilaporkan secara periodik. SIM ini tidak berarti 

menggantikan Transaction processing systems, tetapi semua 

SIM mencakup pengolahan transaksi. 
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d. Decision Support System (DSS) 

Kelas sistem informasi komputer pada level yang lebih tingi 

adalah decision support system (DSS). DSS ini hampir sama 

dengan SIM tradisional karena keduanya sama-sama 

tergantung pada basis data sebagai sumber datanya. Meskipun 

DSS menggunakan informasi internal dari TPS dan SIM, DSS 

juga sering membawa informasi dari sumber eksternal, seperti 

harga saham saat ini atau harga produk pesaing. Dss juga dapat 

diartikan sebagai sistem yang menyediakan informasi dan 

mampu mendukung pengambilan keputusan kepada 

penggunanya. 

e. Sistem Ahli dan Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat di 

analogikan sebagai bidang arsitek tingkat tinggi untuk sistem 

ahli. Sistem AI bertujuan untuk mengembangkan mesin-mesin 

yang berfungsi secara cerdas. AI disebut juga  sistem yang 

menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa 

pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga 

ahli yang telah diprogram ke dalamnya.  

f. Group Decision Support System (GDSS) dan Computer 

supported Collaboration Work Systems (CSCWS) 

Jika kelompok perlu bekerja bersama untuk membuat 

keputusan terstruktur dan tidak terstruktur, maka GDSS 
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membuat suatu solusi. GDSS ini bertujuan membawa 

kelompok bersama menyelesaikan masalah dengan memberi 

bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan 

skenario. GDSS merupakan perangkat lunak yang digunakan 

untuk meminimalkan perilaku negatif dan pengambilan 

keputusan. 

g. Executive Support System (ESS) 

ESS membantu para eksekutif mengatur interaksi mereka 

dengan lingkungan eksternal. Caranya adalah dengan 

menyediakan grafik dan pendukung komunikasi di tempat-

tempat yang bisa diakses. Walaupun bergantung pada 

informasi yang dihasilkan oleh TPS dan SIM, ESS membantu 

pengguna mengatasi masalah keputusan yang tidak terstruktur 

atau bukan aplikasi khusus dengan menciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk memikirkan masalah-masalah strategis. 

ESS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif sehingga 

dapat dilakukan pengidentifikasian masalah dan menjadi dasar 

dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. 
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BAB III  

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

3.1 Data Umum  

Data umum yang didapat dalam pelaksanaan magang pada Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:  

3.1.1 Sejarah Ringkas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiha 

Daerah Kabupaten Cilacap 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 

Cilacap di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 

No. 14 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. 

Berdasarkan Perda ini Struktur Organisasi BKPPD Kabupaten Cilacap 

terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang 

Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Informasi dan 

Pelayanan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai. 

Kedudukan BKPPD Kabupaten Cilacap adalah sebagai Perangkat 

Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Bupati) 

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. 

Berdasarkan  Perda Kabupaten Cilacap No. 14 tahun 2010 Tugas 

pokok BKPPD adalah melaksanakan penyusunan dalam pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian. Dalam 

melaksanakan tugas BKPPD menyelenggarakan fungsi perumusan 



 

 

23 
 

 
 

kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian, pemberian 

dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang 

manajemen kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

manajemen kepegawaian dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas serta meningkat derajat profesionalisme PNS dalam 

pelaksanaan tugas meliputi: Rekrutmen, Pengadaan, Penempatan, 

Mutasi, Gaji dan pemberhentian PNS. BKPPD Kabupaten Cilacap 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap dalam mengolah 

manajemen pegawai didukung oleh:  

 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 PASCA SARJANA (S2) 7 

2 SARJANA (S1) 29 

3 DIPLOMA III (DIII) 8 

4 SLTA 17 

5 SLTP - 

6 SD 1 

JUMLAH 52 

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan 
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NO GOLONGAN JUMLAH 

1 IV 5 

2 III 48 

3 II 8 

4 I 1 

JUMLAH PNS 62 

5 Harian Kontrak 9 

JUMLAH 71 

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan 

 

NO JENIS DIKLAT JUMLAH 

1 Esselon II 1 

2 Esselon III 5 

3 Esselon IV 11 

Jumlah 17 

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang jabatan 

3.1.2 Visi dan Misi 

1. Visi: 

Visi yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah adalah menjadi penyelenggara manajemen 

kepegawaian daerah yang profesional. 
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2. Misi: 

Misi yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan perencanaan dan penataan pegawai sesuai 

kompetensinya. 

2. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian. 

3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

4. Mengembangkan pola pembinaan pegawai 

5. Meningkatkan pelayanan kepegawaian. 

3.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka yang 

mengelompokan hubungan antara orang – orang pada suatu 

organisasi. Setiap bagian dalam organisasi memiliki pengertian 

tanggungjawab dan pembagian tugas, bagaimana masing – masing 

bagian saling berkoordinasi dengan yang lainnya dan wewenang yang 

di delegasi pada masing – masing bagian. 

Struktur organisasi yang terencana dan tersusun akan sangat 

membantu kelancaran usaha dan pekerjaan, berfungsi menjelaskan 

kewajiban, tanggungjawab serta menghindarkan saling tunjuk 

menunjuk untuk melaksanakan tanggungjawab dan pekerjaannya. 

Dengan demikian, sudah merupakan keharusan bagi seorang 

pemimpin atau atasan untuk menentukan pembagian tugas yang tepat 

bagi setiap tingkat. 
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Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: bkd.cilacapkab.go.id 
Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Kabupaten Cilacap 

 

3.1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kabupaten Cilacap 

1. Kedudukan dan Susunan Organisasi 

a. Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah Kabupaten Cilacap terdiri dari: 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

KASUBAG 

PERENCANAAN 

KASUBAG 

KEUANGAN 

DAN ASET 

KASUBAG 

UMUM 

KABID PENGADAAN, 

PEMBERHENTIAN 

DAN INFORMASI 

KASUBID 

PENGADAAN DAN 

PEMBERHENTIAN 

KASUBID DATA 

DAN INFORMASI 

KABID MUTASI DAN 

PENGEMBANGAN 

KARIR 

KASUBID 

MUTASI 

KABID 

PENGEMBANGAN 

KARIR 

KABID 

PEMBINAAN DAN 

KINERJA ASN 

KASUBID 

PEMBINAAN DAN 

PERLINDUNGAN 

KASUBID 

EVALUASI 

KINERJA ASN 

KABID 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

KASUBID 

PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN  

KASUBID 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 
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1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah 

merupakan unsur pelaksana penunjang urusan 

pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang 

kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan 

pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. 

2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

b. Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah terdiri dari: 

1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah Kabupaten Cilacap 

2) Sekretaris , terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perencanaan 

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3) Bidang Pengadaan,  Pemberhentian dan Informasi, terdiri 

dari: 

a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian 

b. Sub Bidang Data dan Informasi 

4) Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, terdiri dari: 
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a. Sub Bidang Mutasi 

b. Sub Bidang Pengembangan Karir 

5) Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, 

terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pembinaan dan Perlindungan 

b. Sub Bidang Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara 

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi 

b. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

2. Tugas dan Fungsi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Merumuskan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian 

dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan 

dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan rencana strategis badan sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Mengoordinasikan kebijakan di bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, 

pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan 

dan pelatihan dengan perangkat daerah terkiat dijajaran 
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pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, maupun lembaga di 

luar kedinasan. 

d. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas 

bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan 

dengan prinsip pembagian tugas habis. 

e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, 

pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan 

dan pelatihan. 

f. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Badan dengan 

mengarahkan perencanaan arau perumusan program dan 

pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, urusan umum dan 

kepegawaian. 

g. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu 

prestasi kerja. 

h. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud 

pertanggungjawaban. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Tugas dan fungsi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi adalah sebagai berikut: 
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Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 

Cilacap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan meliputi pengadaan, pemberhentian, data dan 

informasi pegawai. Dalam mengemban tugasnya Kepala Bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut:  

a. Menyusun analisis kebutuhan, bezetting, penetapan dan 

pengusulan formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

b. Menyusun perumusan kebijakan pengadaan, penetapan 

pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

c. Mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta, 

pengabdian dan pensiun janda/duda. 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi tenaga harian kontrak 

yang diangkat oleh Bupati Cilacap. 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi 

ijin pencalonan Kepala Desa dari PNS, fasilitasi penerbitan 

Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Kartu 

Pegawai Elektronik danPeninjauan Masa Kerja PNS. 

http://bkd.cilacapkab.go.id/
http://bkd.cilacapkab.go.id/
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f. Melaksanakan fasilitasi pengadaan calon pegawai Badan 

Layanan Umum Daerah dan penerimaan calon Praja Institut 

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

g. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi dan 

Manajemen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Daerah. 

 

3.2 Data Khusus 

3.2.1 Sistem Informasi Manajemen Terhadap E-Fasilitas 

Sistem informasi manajemen di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap menggunakan sistem 

informasi E-Simpeg. E-Simpeg tersebut adalah sistem informasi 

kepegawaian online, karena Pegawai Negeri Sipil yang banyak, jika 

dalam pengolahan data masih menggunakan sistem manual tentu 

informasi-informasi mengenai pegawai tidak dapat diperoleh secara 

cepat dan akurat, akan mengalami kesulitan-kesulitan seperti 

keterlambatan dalam memberikan informasi, kesalahan dalam 

memberikan informasi, kesalahan mengetik, kurang akuratnya 

informasi yang diberikan dan masih banyak kendala lainnya. Dengan 

permasalahan tersebut diatas pemerintah mencari solusi untuk 

meminimalisir hal tersebut dengan dibuat suatu sistem yang dapat 

memproses data-data yang berkaitan dengan data kepegawaian. 

Sehingga informasi dari setiap pegawai lebih aman, akurat, dan cepat 

http://bkd.cilacapkab.go.id/
http://bkd.cilacapkab.go.id/
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didapatkan. Aplikasi E-Simpeg ini diharapkan Kabupaten Cilacap 

menjadi organisasi yang handal dan mendukung pemanfaatan 

teknologi informasi dalam tata kelola administrasi kepegawaian. 

Aplikasi E-Simpeg merupakan aplikasi untuk mendata Pegawai Negei 

Sipil (PNS) dan melakukan pengolahan data atas pegawai. Pegawai 

dapat mengakses Aplikasi ini dengan cara user harus login terlebih 

dahulu sesuai dengan hak akses masing-masing user. E-Simpeg dibuat 

dengan hukum dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu UU 

No. 11 Tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

Kepmendagri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda. E-Simpeg 

mempunyai beberapa layanan atau produk yang bisa membantu para 

PNS tersebut, beberapa layanan tersebut diantaranya yaitu: 

a. Karis (Kartu Istri) dan Karsu (Kartu Suami) 

Karis atau Karsu adalah kartu identitas yang dimiliki oleh PNS 

yang telah memiliki istri atau suami yang nantinya akan berguna 

untuk kelangsungan hidup PNS dan keluarga. Pegawai Negeri 

Sipil yang akan menikah ataupun sudah menikah memiliki 

peraturan khusus yang mengatur tentang Perkawinan dan 

Perceraian PNS yaitu PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990. 

Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa seorang PNS yang 

melangsungkan perkawinan pertama wajib segera melaporkan 

perkawinannya kepada pejabat. Laporan Perkawinan disampaikan 
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secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai 

tanggal pernikahan. Ketentuan di atas juga berlaku untuk Janda 

atau Duda PNS yang melangsungkan pernikahan kembali atau 

PNS yang melakukan pernikahan dengan Istri kedua, ketiga dan 

keempat. 

Karis dan Karsu memiliki kegunaan yaitu: 

1. Sebagai bahan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. 

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 

1977, antara lain disebutkan bahwa kepada PNS yang beristri 

atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami 

sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan 

apabila keduanya berstatus sebagai PNS, maka 

tunjangan hanya diberikan kepada PNS yang memiliki gaji 

pokok lebih tinggi. Adapun untuk anak atau anak angkat 

yang berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin dan belum 

memiliki penghasilan sendiri, maka diberikan tunjangan gaji 

sebesar 2% (dua persen) untuk tiap-tiap anak, dengan hanya 

diberikan untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak. 

2. Sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada pasangan 

PNS tersebut, misalnya dalam hal pembuatan Kartu Suami 

atau Istri dan Kartu Asuransi Kesehatan (Askes). Kartu 

Suami atau Istri PNS berguna sebagai pengenal dan sebagai 

salah satu persyaratan ketika ingin mendapatkan uang 
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pensiun Janda atau Duda bila PNS pasangannya meninggal 

dunia. Sedangkan Kartu Askes dapat digunakan untuk 

mendapatkan jaminan kesehatan antara lain : 

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi 

rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat 

pertama 

b. pelayanan kesehatan tingkat lanjutan melipti rawat jalan 

tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat 

inap ruang khusus (ICU atau ICCU) 

c. Pelayanan Rawat Darurat 

d. Persalinan 

e. Pelayanan Transfusi Darah 

f. Pelayanan obat sesuai daftar dan plafon harga obat 

(DPHO) PT. Askes 

3. Untuk pelayanan kepegawaian PNS yang bersangkutan. Hal 

ini juga agar PNS tersebut tidak bisa semena-mena 

memperlakukan pasangannya. Misalnya dalam hal apabila 

terjadi poligami atau perceraian maka apabila PNS tersebut 

tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan berlaku, 

yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat 

berat  bagi Pegawai Negeri Sipil. 
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Pengajuan pembuatan Karis (Kartu Istri) dan Karsu (Kartu 

Suami) harus dilampiri dengan beberapa berkas, diantaranya 

yaitu: 

1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD. 

2. Mengisi Blangko Isisan Laporan Perkawinan sebanyak 2 

lembar. 

3. Foto copy Surat Nikah (Legalisir) sebanyak 2 lembar. 

4. Foto copy SK CPNS (Legalisir) sebanyak 2 lembar. 

5. Foto copy SK PNS (Legalisir) sebanyak  2 lembar. 

6. Foto Istri atau Suami hitam putih 2X3 sebanyak 2 

lembar. 

7. Jika Duda atau Janda dilampirkan Surat Kematian atau 

Akta Cerai (Legalisir) sebanyak 2 lembar. 

 

 

 

 

 

Sumber: E-Simpeg BKPPD Kab.Cilacap Sumber: E-Simpeg BKPPD Kab. Cilacap 

Gambar 3.2 Verifikasi Usulan Karis   Gambar 3.3 Verifikasi Usulan Karis 
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b. KPE (Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik) 

KPE merupakan kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi 

smartcard dan otentifikasi sidik jari, sehingga selain sebagai identitas, 

KPE juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai layanan seperti perbankan, 

kesehatan, Taspen, Taperum dan aktivitas transaksi merchant, sera 

fungsi-fungsi lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta 

mendukung profesionalisme PNS. KPE mempunyai dasar hukum yaitu 

Perka BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil 

Elektronik. 

KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang 

bersangkutan pensiun. Kepada suami atau istri dan anak yang menjadi 

tanggungan PNS diberikan KPE tambahan, KPE ini nantinya akan 

menggantikan fungsi KARPEG yang selama ini kita gunakan. 

Tujuan utama adanya Kartu Pegawai Elektronik ini adalah memberi 

kemudahan dalam hal pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, Penerima 

Pensiun, dan juga keluarganya. Pelayanan ini dapat berupa layanan: 

 Gaji 

 Kesehatan 

 Pensiun 

 Tabungan Hari Tua 

 Tabungan Perumahan 

 Transaksi Perbankan 

 Layanan lain-lain 
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Pengajuan pembuatan KPE (Kartu Pegawai Negeri Elektronik) harus 

dilampiri dengan beberapa berkas, diantaranya yaitu: 

1. Surat Pengantar 

2. Foto copy SK CPNS 

3. Foto copy SK PNS 

4. Foto copy SK Pangkat Terakhir 

5. Foto copy SK KONVERSI NIP 

6. Foto PNS (hitam putih 1 lembar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: E-Simpeg BKPPD Kab.Cilacap 

Gambar 3.4 Verifikasi Usulan Fasilitas KPE 

c. Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) 

PNS wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang 

dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah PT. Taspen. PNS akan 

mendapat bukti kepesertaan PT. Taspen Persero dengan menerbitkan 

Kartu Taspen. Kepesertaan asuransi dimaksudkan untuk memberikan 
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jaminan hari tua berupa pemberian uang pensiun setiap bulan dan 

Tabungan Hari Tua (THT) kepada PNS atau kepada ahli waris apabila 

peserta meninggal dunia, cacat dan bekal untuk memulai hidup baru 

sesudah pensiun. Semua itu telah diatur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981. Sesuai dengan maksud dan 

tujuannya, maka peserta Taspen adalah seluruh Pegawai Negeri, yaitu 

mereka yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh 

pejabat negara atau badan negara yang berwenang mengangkatnya, dan 

digaji menurut peraturan gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas 

beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara atau Daerah. PP 

No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pasal 1 

disebutkan bahwa: 

1. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari 

Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah 

dengan Asuransi Kematian. 

2. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun 

setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Program pension diberikan kepada PNS yang telah 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Mencapai usia pensiun (pada saat ini 56 tahun). 

b. Meninggal pada masa aktif, yang akan diberikan kepada janda 

atau duda atau anaknya. 
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c. Meninggal pada saat pensiun yang akan diberikan kepada janda 

atau duda atau anaknya sebelum berumur 25 tahun. 

Pengajuan pembuatan Kartu Taspen harus dilampiri dengan beberapa 

berkas, diantaranya yaitu: 

1. Surat Pengantar 

2. Foto copy SK CPNS 

3. Foto copy SK PNS 

4. Foto copy SK Pangkat Terakhir 

5. Foto copy SPMT 

6. Foto copy DK 

7. Foto copy legalisir gaji 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: E-Simpeg BKPPD Kab.Cilacap 

Gambar 3.5 Verifikasi Usulan Fasilitas Kartu Taspen 
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Kolom yang terdapat pada verifikasi usulan fasilitas Karsu, Karis, KPE 

dan Taspen wajib diisi tanpa ada yang terkosong satupun karena jika 

tidak memenuhi syarat pihak BKN atau Taspen tidak akan memproses 

pengajuan tersebut sampai syarat dilengkapi oleh pegawai. 

Keterangan gambar pada verifikasi usulan fasilitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Pegawai yang telah terdaftar sebagai PNS tentunya mempunya 

Nomor Induk Pegawai. Kolom jabatan akan terisi jabatan apa yang 

sedang dipegang oleh pegawai tersebut. 

2. Jenis fasilitas akan terisi fasilitas apa yang diperlukan oleh pegawai 

atau pengajuan fasilitas apa yang akan dibuat oleh pegawai itu. 

3. Pada bagian persyaratan terdapat beberapa syarat yang harus 

dilengkapi oleh pegawai seperti surat pengantar, FC SK CPNS, FC 

SK PNS, FC SK Pangkat Terakhir, Blanko Karis atau Karsu, FC 

Surat Nikah, FC Akte Anak, Foto Suami atau Istri dan persyaratan 

lainnya. Tanda ceklis pada samping kolom memberi tanda bahwa 

persyaratan telah dilengkapi dan jika ada persyaratan yang belum 

terpenuhi maka tanda ceklis yang terdapat pada samping kolom tidak 

akan muncul. 

4. Pada bagian kolom lainnya terdapat status persyaratan, kolom 

tersebut terdapat 3 pilihan status yaitu memenuhi syarat, tidak 

memenuhi syarat, berkas tidak lengkap. 
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5. Pada kolom berikutnya terdapat status proses, kolom tersebut 

terdapat 3 pilihan status proses yaitu, dalam proses, pengiriman 

berkas, proses selesai. 

6. Kolom nomor kartu baru akan muncul ketika kartu Karis dan Karsu 

yang baru sudah dicetak oleh BKN dan telah dikirim ke BKPPD 

Kabupaten Cilacap.  

7. Kolom tanggal adalah kolom tanggal kartu artinya adalah tanggal 

kartu dicetak, tanggal kartu tertera pada kartu Karis dan Karsu yang 

telah dicetak. 

8. Kolom terakhir simpan dan batal yaitu setelah menginput semua data 

petugas kemudian menyimpan data tersebut dengan memilih simpan. 

E-Fasilitas merupakan menu aplikasi E-SIMPEG yang terdiri dari usulan 

CPNS atau PNS yang ingin membuat Karis, Karsu, KPE, dan Taspen. Pegawai 

dengan mudah mengusulkan pembuatan tersebut secara online, karena 

langsung terhubung dengan BKN. E-Fasilitas merupakan salah satu jasa yang 

dikelola oleh bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, jasa yang 

dikelola diantaranya pembuatan Karis (Kartu istri), Karsu (Kartu Suami), KPE 

(Kartu PNS Elektronik) dan Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). 

Kartu pada E-Fasilitas tersebut tentunya mempunyai fungsi dan kegunaan untuk para 

CPNS dan PNS. Selain memiliki kegunaan, E-Fasilitas memilik alur pengajuan 

pembuatan fasilitas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Kabupaten Cilacap keseluruhan hampir sama antara pembuatan Karis, Karsu, 

KPE dan Taspen. Alurnya yaitu sebagai berikut: 
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Sumber: BKPPD Kab. Cilacap 

Gambar 3.6 Alur Pengajuan Karsu, Karis, KPE dan Taspen 

 

1.) Pegawai wajib membuat Surat Pengantar dari SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) untuk dikirim dan ditunjuka kepada kepala BKPPD 

Kabupaten Cilacap. 

2.) Kantor BKPPD Kabupaten Cilacap akan menerima Surat Pengantar dari 

SKPD yang disertai dengan lampiran FC Surat Nikah, SK CPNS, SK PNS, 

KTP. Setelah di verifikasi kelengkapan data pegawai BKPPD menunjukan 

Surat Pengantar beserta lampiran berkas tersebut kepada kepala BKPPD 

Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan. 

3.) Setelah mendapatkan persetujuan dari Kelapa BKPPD Kabupaten Cilacap 

admin BKPPD Kabupaten Cilacap menginput berkas lampiran tersebut ke 

aplikasi E-Simpeg dibagian E-Fasilitas kemudian dikirim ke kantor BKN 
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(Badan Kepegawaian Negara) Yogyakarta atau Ke kantor PT TASPEN 

Cabang Purwokerto. 

4.) Kantor BKN Yogyakarta atau PT TASPEN Purwokerto akan menerima 

berkas lampiran yang telah dikirim oleh BKPPD Kabupaten Cilacap dan 

segera diproses pembuatan fasilitas sesuai pengajuan. Jika kantor BKN 

Yogyakarta atau PT TASPEN Purwokerto telah menyelesaikan kan lalu 

mencetak fasilitas tersebut akan ada konfirmasi ke kantor BKPPD 

Kabupaten Cilacap kemudian pegawai kantor BKPPD Kabupaten Cilacap 

akan mengambil ke kantor KBN Yogyakarta atau PT TASPEN 

Purwokerto. 

 

Berikut ini adalah alur login sistem informasi manajemen e-fasilitas: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Aplikasi E-Simpeg BKPPD Kab. Cilacap 

Gambar 3.7 Home E-SIMPEG di BKPPD Kab. Cilacap 

 

Home E-SIMPEG terdapat 2 kolom, yaitu kolom username dan pasword, 

halaman ini digunakan untuk login ke halaman selanjutnya kemudian 
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dihalaman selanjutnya akan ada beberapa pilihan untuk memulai 

menginput data yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Aplikasi E-SIMPEG BKPPD Kab.Cilacap 

Gambar 3.8 Halaman Setelah Login  

Setelah berhasil login, tampilan E-SIMPEG akan muncul seperti gambar 

diatas. Gambar tersebut terdapat 4 pilihan yaitu E-Personal, E-Ijin, E-

Fasilitas dan E-Mutasi, kemudian operator atau petugas memilih E-

Fasilitas untuk melanjutkan tugas input data. 
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Sumber: E-SIMPEG BKPPD Kab.Cilacap 

Gambar 3.9 Verifikasi Usulan Karis, Karsu, KPE dan TASPEN 

 

Gambar diatas menunjukan halaman setalah memilih E-Fasilitas dan 

akan muncul pilihan seperti berikut. Petugas akan memilih pada kolom 

pilihan layanan E-Fasilitas (Karis, Karsu, KPE, Taspen), kemudian untuk 

menginput data petugas harus memasukan NIP yang bersangkutan dan 

memilih layanan apa yang akan dibuat. Kolom tersebut akan mencari 

secara otomatis nama pegawai yang akan membuat layanan tersebut. 

Setelah petugas menemukan nama pegawai yang akan membuat layanan, 

kemudian petugas memilih pada kolom aksi (pilih verifikasi usulan).  
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Sumber: E-Simpeg BKPPD Kab.Cilacap Sumber: E-Simpeg BKPPD Kab. Cilacap 

Gambar 3.10 Verifikasi Usulan Karis  Gambar 3.11 Verifikasi Usulan Karis 

 

Gambar diatas menunjukan halaman setelah petugas memilih verifikasi 

usulan, kemudian petugas akan menginput data untuk pembuatan layanan 

fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan 

setelah semua data selesai diinput petugas memilih simpan untuk 

menyimpan data tersebut. 

 

3.2.2 Kendala Dalam Sistem Informasi Manajemen Terhadap E-Fasilitas 

Permasalahan pasti akan terjadi jika sesuatu tidak disertai dengan 

manajemen yang baik. Begitu juga dengan sistem informasi manajemen 

pada BKPPD Kabupaten Cilacap. Beberapa masalah akan muncul 

ketika banyak faktor yang tidak mendukung sistem informasi 

manajemen, berikut ini beberapa kendala yang ada dalam sistem 

informasi manajemen di BKPPD Kabupaten Cilacap: 
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1. Server Belum Memadai 

Server yang belum memadai karena kualitasnya membuat proses 

kerja layanan yang ada di BKPPD jadi terhambat atau lama. 

Sebuah sistem informasi manajemen tentu memiliki server sebagai 

pusat jalannya sistem informasi manajemen tersebut, maka jika 

server tidak memadai kualitasnya, dan membuat tidak seimbangnya 

tugas kerja server akan membuat pekerjaan terhambat dan memiliki 

kelemahan.  

2. Kelalaian Petugas 

Kelalaian petugas atau petugas admin dalam menginput data 

terkadang tidak sesuai dengan data yang telah diberikan dari 

pegawai ke BKPPD Kabupaten Cilacap. Jadi, ketika suatu saat 

dilakukan verifikasi banyak kesalahan data yang mengakibatkan 

pengulangan menginput data. Kesalahan tidak luput dari seorang 

manusia, namun kelalaian petugas dalam menginput data dapat 

diminimalkan kesalahannya dengan menginput lebih teliti lagi, 

karena akan kerja 2x ketika ada kesalahan dalam menginput data 

dan akan merugikan orang lain maupun diri sendiri. 

3. Kurangnya Kesadaran Pegawai 

Kurangnya kesadaran pegawai yang memanfaatkan pengajuan 

fasilitas tersebut membuat proses kerja menjadi lambat. Pegawai 

yang akan melengkapi berkas untuk nantinya diinput kedalam 

sistem menjadi terhambat dan pengelompokan berdasarkan nama 



 

 

48 
 

 
 

pegawai menjadi acak. Beberapa anggota pegawai yang 

memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan BKPPD Kab Cilacap 

terkadang tidak memperhatikan kelengkapan berkas, dan 

pengumpulan berkas lama, sehingga proses pengiriman kepada 

pihak yang berwenang  pun akan lambat. 

4. Kurang Perhatian Terhadap Hardware 

Pegawai yang telah memiliki tugas sebagai penanggungjawab 

semua kebutuhan hardware yang ada di bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi BKPPD Kab Cilacap kurang 

perhatian, kadang ada beberapa hardware yang sudah tidak layak 

pakai tetap digunakan oleh pegawai tersebut sampai merusak 

hardware dan harus diganti. Hal tersebut pasti akan mengeluarkan 

dana dan tidak efisien dalam pembiayaan. 

5. Jaringan Internet 

Jaringan internet yang sangat lambat membuat proses pekerjaan 

tidak berjalan dengan lancar, contohnya pada saat selesai  

menginput data, petugas akan menyimpan data yang telah di input 

untuk kemudian di kirim kepada BKN, namun karena jaringan 

internet yang lambat sehingga penyimpanan dan pengiriman 

mengalami hambatan. 

6. Media penyimpanan 

Media penyimpanan yang sudah sangat penuh menjadi salah satu 

penyebab dokumen menumpuk diluar tempat pemyimpanan arsip 
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data. Media penyimpanan berupa lemari arsip data yang sudah 

penuh dan sebagian dokumen tercecer diluar lemari karena lemari 

yang sudah tidak bisa menampung dokumen. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang yang telah dilakukan pada sistem 

informasi manajemen di BKPPD Kabupaten Cilacap terhadap kegiatan 

pelayanan e-fasilitas telah dilaksanakan dengan cukuo baik, namun belum 

dimaksimalkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pembahasan mengenai 

sistem informasi manajemen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengolahan sistem informasi terhadap e-fasilitas di BKPPD Kabupaten 

Cilacap sangat membantu dalam pelayanan pengolahan data pegawai yang 

sangat banyak dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan, namun belum berjalan dengan maksimal seperti masih 

lambatnya dalam memproses penginputan data karena belum memakai 

sistem yang kualitasnya terbaik.  

2. Penggunaan E-Fasilitas di BKPPD Kabupaten Cilacap sudah berjalan 

dengan baik dari yang sebelumnya hanya menggunakan MS.EXCEL kini 

sudah menggunakan sistem informasi manajemen yaitu E-SIMPEG, 

sehingga sangat efisien untuk menyelesaikan pekerjaan. 

3. Kendala pada penggunakan E-SIMPEG masih ada yaitu faktor utama dari 

server dan kualitas jaringan internet yang masih lambat (lemot) dan 

kekuatan jaringan tidak merata ke seluruh ruang pelayanan, jadi ketika 

pekerjaan sedang menumpuk itu akan menghambat pekerjaan cepat 
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selesai. Faktor lainnya yaitu dari human eror karena hal tersebut 

kemungkinan besar terjadi karena tidak teliti dari administrator sistem 

informasi.  

4. Proses E-Fasilitas dimulai dengan login username dan password yang 

sudah dimiliki oleh setiap pegawai, kemudian memilih layanan E-Fasilitas 

dan memilih kolom verifikasi usulan, langkah terakhir memvefirikasi 

kelengkapan data lalu simpan pada kolom yang telah tersedia. 

5. Manfaat sistem yang sudah dirasakan adalah mampu menyimpan data 

dengan aman, mampu mencari data dengan cepat dan mampu memproses 

data. Sistem masih memiliki tingkat kesalahan yang perlu dicermati lebih 

lanjut. 

4.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis menyampaikan 

beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem informasi 

manajemen terhadap e-fasilitas di BKPPD Kabupaten Cilacap yaitu: 

1. Menginovasi, membaharui sistem informasi yang lebih baik lagi, agar 

berjalan lebih maksimal. Sistem informasi yang lebih baik akan 

berdampak sangat positif terhadap layanan di BKPPD Kabupaten Cilacap 

begitu juga berdampak positif bagi pekerja di BKPPD Kabupaten Cilacap. 

2. Melakukan pelatihan yang lebih kepada pegawai tentang pentingnya 

sistem informasi manajemen demi kelancaran dalam melayani pekerjaan, 

dan meminimalisir terjadinya human eror. 
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3. Melakukan edukasi kepada pegawai untuk selalu memperhatikan 

informasi dan perintah yang diberikan dari pemerintah kepada pegawai. 

4. Melakukan evaluasi, pembinaan dan pemantauan secara rutin terhadap 

penerapan sistem informasi manajemen di BKPPD Kabupaten Cilacap. 
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Lampiran 1 Foto copy SK CPNS
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Lampiran 3 Foto copy SK PNS
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Lampiran 6 Surat Keterangan Magang dan Nilai 
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Lampiran 8 Surat Balasan Perizinan Magang dari BKPPD Kabupaten Cilacap 
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